PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

a.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) berupa laporan keuangan yang telah
diperiksan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
paling lambagn 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir;

bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan ABPD
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun
Anggaran 2010.



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Bea Perolahan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun,



10.

11.

Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
susunan dan Kedudukan Keuangan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
tahun 1999 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 4310);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pegawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090)

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4139)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003
tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit
APBN dan APBD serta Jumlah Pinjaman
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4287);



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44L6) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tetan Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan
dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara serta Penyampaiannya;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Nomor 01 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2005 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2010;



33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Nomor 02 Tahun 2010 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun Anggaran 2010.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD berupa laporan
keuangan memuat:

a. Laporan realisasi anggaran;
b. Neraca;

c. Laporan arus kas; dan

d

. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan
udaha milik daerah/perusahaan daerah.



Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
huruf a tahun anggaran 2010 sebagai berikut:

a. Pendaptan

(a) Pendapatan Asli Daerah Rp. 19.775.694.530,76

(b) Dana Perimbangan Rp. 641.160.429.951,00

(c) Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp. 8.581.107.457,60
Jumlah Pendapatan Rp. 669.517.231.939,36

b. Belanja

(a) Belanja Pegawai Rp.

(b) Belanja Subsidi Rp.

(c) Belanja Hibah Rp. 19.860.737.830,62

(d) Belanja Bantuan Sosial Rp. 664.008.400,00

(e) Belanja Bagi Hasil Rp. 331.998.200,00

(f) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 17.149.879.720,00

(g) Belanja Tidak Terduga Rp. 182.355.000,00

(h) Belanja Barang dan Jasa Rp. 95.875.544.211,00

(i) Belanja Modal Rp. 282.946.361.443,60
Jumlah Belanja Rp. 633.354.222.436,22

c. Pembiayaan
(a) Penerimaan Rp. 138.020.182.313,16
(b) Pengeluaran Rp. 2.000.000.000,00
Surplus/Defisit Rp. 136.020.172.313,16

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi sejumlah Rp.
67.434.190.939,36 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan
Rp. 602.083.041.000,00
b. Realiasi Rp. 669.517.231.939,36
Selisih Lebih/(kurang) Rp. 67.434.190.939,36




(2) Selisih anggaran dengan realisasn belanja sejumlah Rp. -
103.538.315.563,78 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan
Rp. 736.892.538.000,00
b. Realisasi Rp. 633.354.222.436,22
Selisih Lebih/(kurang) Rp. (103.538.315.563,78)

(3) Selisih anggaran dengan realiasi surplus/defisit sejumlah Rp.
170.972.506.503,13 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp.
b. Realisasi Rp. 36.163.009.503,14
Selisih Lebih/(kurang) Rp. (170.972.506.503,14)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp.- 289.325.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp. 138.309.497.313,16
b. Realisasi Rp. 138.020.172.313,16
Selisih Lebih/(kurang) Rp. (289.325.000,00)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp. 31.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
Rp. 33.500.000.000,00
b. Realiasi Rp. 2.000.000.000,00
Selisih Lebih/(kurang) Rp. (31.500.000.000,00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.
31.210.675.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan
Rp. 104.809.497.313,16
b. Realisasi Rp. 136.020.172.313,16
Selisih Lebih/(kurang) Rp. (31.210.675.000,00)




Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31
Desember Tahun 2010 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset Rp. 1.719.537.219.500,81

b. Jumlah Kewajiban Rp. 8.878.585,00

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 1.719.546.098.085,81
Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2010
sebagai berikut:

a. Saldo kas awal Per 1 Januari Tahun 2010

Rp. 137.946.616.313,16
b. Arus kas dari aktivatas operasi

Rp. 310.765.143.489,14
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan

Rp. (274.606.558.986,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan

Rp. (1.900.000.000,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran

Rp. (20.488.500,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2010

Rp.172.184.712.316,30

Pasal 6

Catatan atas laoran keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf
d tahun anggaran 2010 memuat informasi baik secara kuantitatif
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.



Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini,
terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran

b. Lampiran II : Neraca

c. Lampiran III : Laporan Arus Kas

d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan
Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
ayat (2) terdiri dari:

a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah
ini;

b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI
Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut
dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkandi :  Muara Sabak
Pada tanggal : 10 Oktober 2011

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd



Diundangkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 10 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

Drs. H. DARMINTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2011 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN,

dto.

TAMRIZAL,S.H.
Pembina Tk.1 (IV/b)
Nip. 19661119 199602 1 001




